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[LAMPUNG]

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

, DENGAN
URIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

NOMOR : G/298 /I11.04/HK/2015
NOMOR: 378 /U/UBL/VI/2015

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima
Belas, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur di Jalan Robert
Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar Lampung. Kami yang
bertandatangan dibawah ini :

1. M. RIDHO FICARDO, S.Pi,. M.Si. : Gubernur Lampung dalam
hal ini bertindak untuk atas
nama Pemerintah Provinsi
Lampung, berkedudukan di
Jalan Robert Wolter
Monginsidi Nomor 69
Telukbetung, Bandar
Lampung selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU.

2. Dr.Ir. M. YUSUF S. BARUSMAN, MBA. : Rektor Universitas Bandar
Lampung dalam hal ini
bertindak untuk dan atas
nama Universitas Bandar
Lampung, berkedudukan di
Jalan Zaenal Abidin Pagar
Alam Nomor 26 Labuhan
Ratu Bandar Lampung,
selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan
jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan
tersebut selanjutnya secara bersama-sama di sebut PARA PTHAK.
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PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Penelitian dan
Pengembangan (Litbang) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2009 tentang Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

10.Badan  Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :
225/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Magister pada
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung di Bandar
Lampung.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk
mewujudkan kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta
Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dalam segala bidang yang
didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan bersama dalam rangka
penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
di Pemerintah Provinsi Lampung.
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Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

penelitian dan pengembangan bidang Sumber Daya Manusia (SDM);
penelitian dan pengembangan bidang keteknikan;

penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup;

penelitian dan pengembangan bidang pengabdian masyarakat;

penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan pelatihan; dan
penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, keuangan, sosial dan
budaya.
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Pasal 4
PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang tercantum dalam
Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara khusus
dengan Kerjasama Operasional (KSO) sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari
Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
TINDAK LANJUT

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
diatur dengan Perjanjian Kerjasama berdasarkan persetujuan PARA
PIHAK.

Pasal 6

(1) Dalam rangka melaksanakan Kkegiatan peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK membentuk tim
kerja.

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
keputusan masing-masing pihak dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan PARA PIHAK.
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Pasal 7
RAPAT KOORDINASI

(1) Dalam rangka evaluasi, pengembangan dan penyelesaian masalah dalam
pelaksanakan kerjasama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat
koordinasi.

(2) PARA PIHAK dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
pejabat terkait di lingkungan masing-masing untuk melakukan rapat
koordinasi.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kemampuan
keuangan PARA PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat akan
menyelesaikan perselisiahan secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan
perselisihan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang,

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dimulai berlaku pada hari dan tanggal
penandatanganan oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan
Bersama diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan
secara tertulis dalam suatu perubahan (ADDENDUM), yang merupakan
bagian pasal-pasal yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
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Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

M. RIDHO FI » S.Pi.,,M.Si





